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ABSTRAK 

 

 

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini merupakan penelitin lapangan 

(field research). Teknik analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah deskriptif 

kualitatif yaitu menjelaskan dan menganalisa pemikiran politik KH. Maemun 

Zubeir.dalam arah kebijakan PPP pada Pilpres 2014.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. Maemun Zubeir sebagai ketua 

Majelis Syariah mempunyai peran yang besar dalam menentukan kebijakan PPP. 

Pemikiran pribadinya berkesesuaian dengan visi dan misi PPP sehingga digunakan 

sebagai konsep dalam arah kebijakan PPP pada Pilpres 2014 dengan memegang 

teguh pada kemaslahatan dan lebih menekankan idealisme daripada pragmatisme. 

Sayangnya, pemikiran KH. Maemun Zubeir ini kurang dipahami oleh kader dan elit 

politik PPP sehingga yang terjadi dalam prakteknya, mereka terjebak dalam 

kepentingan politik kekuasaan (pragmatisme) seperti konflik dalam memilih arah 

koalisi partai dan pemilihan Ketua Umum. 

KH. Maemun Zubeir juga menunjukkan tindakannya secara langsung 

terhadap konflik yang terjadi dalam konflik internal PPP dengan memberikan 

nasehat-nasehat dan fatwa-fatwa keagamaan agar partai ini tetap berada pada visi, 

misi dan berasaskan Islam. 

Dalam hal ini, KH. Maemun Zubeir menjadikan kerangka dasar berpolitik 

untuk kehidupan manusia dan menuntunnya ke arah kebaikan. Pemikiran KH. 

Maemun Zubeir lebih menekankan kepada idealisme memperjuangkan ajaran islam 

“amar ma’ruf nahi munkar” dalam bidang politik melalui PPP untuk menyampaikan 

aspirasinya kepada elit politik dan pemerintah agar kebijakannya mengandung 

maslahat untuk Islam dan umumnya kepada rakyat Indonesia. 

Pemikiran politik KH. Maemun Zubeir yang idealis ini, menurut penyusun 

agaknya sulit jika diterapkan di dunia politik Indonesia. Politik di Indonesia dewasa 

ini, mengarah kepada iming-iming jabatan dan bagi-bagi kekuasaan. Namun, perlulah 

menghadirkan pemikiran beliau untuk menjadikan politik di Indonesia ke depan yang 

lebih baik dengan memegang nilai-nilai etika dan moral Islam.  









vi 
 

Motto 

 احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعة )امام الشافعي(
“Aku cinta orang-orang sholeh, walaupun aku 

tidak pantas menjadi golongan mereka, 
dengan harapan semoga aku mendapat 

syafa’atnya” 
Imam As Syafi’i 

 محبة الشيخ مقدمة لمحبة الرسول ومحبة الرسول مقدمة لمحبة الله تعالى
Cinta kepada guru akan mengantarkan cinta kepada Rosulullah dan 

cinta kepada Rosulullah akan mengantarkan cinta kepada Allah Ta’ala 

“Nduwe duwit ora bungah, faqir ora susah”  

KH. Maemun Zubeir 

Kalau engkau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, janganlah 
engakau merugikannya” 

KHM. Munawwar Ahmad 

دِمَ من  
ُ دَمَ خ 

َ خ   

“Barang Siapa Yang Melayani, Maka Akan Dilayani” 



vii 

 

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

Alîf 

Bâ’ 

Tâ’ 

Sâ’ 

Jîm 

Hâ’ 

Khâ’ 

Dâl 

Zâl 

Râ’ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ’ 

zâ’ 

‘ain 

gain 

fâ’ 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 
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 ق

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

 هـ

 ء

 ي

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ’ 

hamzah 

yâ’ 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

’ 

Y 

qi 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 دة يتعّد

 عدةّ

Ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’ marbut  ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكًة

 عهة

Ditulis 

ditulis 

H  ikmah 

‘illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ’ditulis Karâmah al-auliyâ الأونيبء كساية

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 ditulis Zakâh al-fiţri انفطس شكبة
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D. Vokal pendek  

__  َ _ 

 فعم

__  َ _ 

 ذكس

__  َ _ 

 يرهت

fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa’ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

fath ah + alif 

 جبههية

fath ah + ya’ mati 

 تُسى

kasrah + ya’ mati 

 كـسيى

dammah + wawu mati 

 فسوض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûd  

 

F. Vokal rangkap  

1 

 

2 

fathah + ya’ mati 

 ثيُكى

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 
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 أأَتى

 أعدت

 شكستى نئٍ

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 انقسآٌ

 انقيبس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ân 

Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 انسًآء

 انشًس

ditulis 

ditulis 

As-Samâ’ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 انفسوض ذوي

 انسُة أهم

ditulis 

ditulis 

Żawî al-furûd  

Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Dalam praktek politik dihampir seluruh negara modern saat ini, baik yang 

bercorak demokratis maupun totaliter
1
, kehadiran partai politik tidak dapat 

dielakkan.  Di  negara-negara  demokrasi,  partai  politik  dipakai  sebagai  sarana 

untuk mewujudkan hak-hak rakyat dalam menentukan figur yang akan menjadi 

pemimpinnya. Sedangkan di negara-negara totaliter, partai didirikan oleh elite 

politik dengan pertimbangan bahwa rakyat perlu dibina agar tercipta stabilitas 

yang berkelanjutan. 

Partai politik adalah instrumen yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah 

proses terbentuknya demokrasi. Hal ini dilandasi oleh cita-cita untuk menuju 

harapan bersama demi terwujudnya seorang pemimpin pada masyarakat  dan  

bangsa.  Partai  politik  sebagai  perjuangan  masyarakat dalam sebuah sistem 

demokrasi dibutuhkan sebuah manajemen organisasi yang  terorganisir  dengan  

baik.  Demi  tercapainya  cita-cita  perjuangan dalam internal partai itu sendiri.
2
 

Dalam  perjalanan  politik nasional keberadaan gerakan keagamaan turut 

andil bagian didalamnya. Hal ini teramati berbagai aktifitas yang ditampilkannya 

sebagai upaya menjawab dan mengantisipasi kebutuhan bangsa. Fenomena ini

                                                      
1
 Menggunakan segala-galanya (manusia  dan  benda)  untuk  kepentingan negara: 

negara yang menguasai segenap kehidupan sosial, ekonomi, politik para warga negaranya. 
2
 Samuel P.Huntington, dan Nelson Joan. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal.6.  
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nampak jelas dan mencolok sebab banyaknya problem sosial politik yang 

menimpa bangsa. Partai yang bernafaskan keagamaan atau memakai atribut 

keagamaan lebih mudah menarik orang karena dorongan identifikasi dengan 

partainya.
3
 Salah satu partai islam yang masih eksis dalam percaturan politik 

nasional sampai sekarang adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, 

sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai 

Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai 

Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu 

mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar 

jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.”
4
 

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam 

perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah 

menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan 

sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada 

Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan 

lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru 

yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia 

digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas 

Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV 

akhir tahun 1998. Walaupun PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP 

tetap berkomitemen untuk mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik 

                                                      
3
 Yussuf Kalla dkk, Pergulatan Partai Politik Di Indonesia (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 17 
4
 http: ppp.or.id, diakses pada 5 Februari 2015 
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Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 

Anggaran Dasar PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 

bahwa: “Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, 

sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah riḍo Allah Subhanahu 

Wata’ala.”5
 

Kekuatan yang berpengaruh atas kemenangan partai  yang ikut 

berkompetisi di setiap pemilu khususnya di PPP adalah kiai. Sosok kiai menjadi 

incaran para politisi untuk dimintai restunya, atau bahkan melibatkannya dalam 

kepengurusan partai. Tim sukses yang telah dibentuk para header partai 

menunjukkan bahwa peran para kiai yang signifikan akan dapat meraup suara. 

Dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden   atau calon legislatif  

sekalipun tidak akan terlepas dari keikut-sertaan para kiai yang punya basis massa 

yang riil. Bagaimanapun relasi kiai dan dunia politik atau dengan para politisi 

dalam kehidupan politik di Indonesia tetap menjadi hal yang menarik. 

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) telah mengikuti selama 9 kali yakni Pemilu tahun 1977, 

1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dari keikut-sertaannya pada 

Pemilu tersebut prestasi terbaik yang didapatkannya yaitu ketika Pemilu tahun 

2004, dimana Hamzah Haz yang menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) ditunjuk menjadi Wakil Presiden Republik 

Indonesia menggantikan Megawati Soekarnoputri yang saat itu naik jabatan 

                                                      
5
 Hairus Salim HS. Dkk., Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan Prediksi/ 

Harapan Pemilu 1999  (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 237. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri
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menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Abdurrahman 

Wahid yang diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR yang dipimpin oleh 

Amien Rais pada tahun 2001. 

Namun, pada Pilpres tahun 2014 sampai sekarang PPP sedang ramai 

dibicarakan karena konflik yang terjadi dalam internal partai yakni berbedanya 

pendapat untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi 

Merah Putih (KMP) maupun dualisme kepemimpinan antara kubu Djan Farid dan 

kubu Romahurmuzi. Dalam konflik i n i  berimbas pada keberadaan kiai, baik 

yang ada dalam struktur PPP maupun  yang berada diluar struktur partai. 

Sejalan dengan kultur pesantren, kiai menduduki posisi dan peran yang sangat 

penting. Kiai telah dianggap sebagai pemegang otoritas moral, pembawa 

“pesan langit” dan label surgawi lainnya. Dalam struktur PPP, kiai ditempatkan 

dalam Majelis Syariah, lembaga perumus kebijakan tertinggi partai sekaligus 

pemegang otoritas moral  untuk  mengawasi  pergerakan  politik  dalam  upaya  

menggapai  cita-cita politik PPP. Konflik itu juga menumbuhkan citra yang 

kontradiksi terhadap keberadaan kiai. Antara citra pemersatu, problem solver, 

tokoh panutan dan label mulia lainnya yang melekat pada kiai dengan realitas 

politik di PPP yang justru penuh sesak dengan konflik. 

Sosok yang menjadi rujukan dalam konflik ini adalah KH. Maimoen 

Zubeir karena beliau adalah ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP), beliau juga pernah menjadi anggota DPRD kabupaten Rembang selama 7 

http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid
http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid
http://id.wikipedia.org/wiki/Sidang_Istimewa_MPR
http://id.wikipedia.org/wiki/Amien_Rais
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tahun dan menjadi anggota MPR RI utusan Jateng selama tiga periode.
6
. Selain 

itu, beliau sampai sekarang masih tercantum sebagai Dewan Muhtasyar
7
 

organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) yang sekaligus pengasuh Pondok  

Pesantren Al Anwar, Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa 

Tengah.  

 Menarik bagi penyusun untuk meneliti tentang pemikiran politik KH. 

Maimoen Zubeir karena beliau adalah kesehariannya sebagai kiai pengasuh yang 

mengajarkan ilmu agama di pondok pesantren dilain sisi juga beliau aktif dalam 

politik praktis terbukti dengan masuknya dalam struktur kepengurusan PPP. 

Selain itu beliau termasuk kiai yang paling dituakan di Indonesia, baik secara 

keilmuan agama, maupun dari segi kebangsaan yang biasa dimintai doa dan restu 

oleh orang-orang ketika mau mencalonkan diri dalam suatu jabatan pemerintahan. 

 Di Pondok Pesantren Al Anwar tersebut, KH. Maimoen Zubeir sebagai 

pengasuh mempunyai ciri khas yang jarang dimiliki oleh pesantren yang lainnya 

dimana dalam pengajarannya menekankan pengajaran kitab kuning klasikal dan 

sangat memegang teguh sanad keilmuan dari guru ke guru sampai kepada 

pengarang kitabnya. 

Oleh karena perannya inilah dengan adanya hubungan kontradiktif antara 

seorang pemuka agama yang sekaligus menjadi politisi yang membuat penyusun 

tertarik meneliti tentang pemikiran politik KH. Maimoen Zubeir dalam arah 

kebijakan PPP pada Pilpres 2014.  

                                                      
6
 http: syamwongtani.blogspot.com, diakses pada 7 Februari 2015 

7
 Dewan Mukhtasar dalam organisasi NU adalah beranggotakan kiai-kiai sepuh (tua) atau 

yang dituakan,  bertugas memberikan nasehat dan saran kepada pengurus PBNU. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

pokok masalah: Bagaimana pemikiran KH. Maimoen Zubeir dalam arah 

kebijakan politik PPP pada Pilpres 2014?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan, yaitu:  

1. Tujuan Penelitian  

a) Mengetahui faktor pendorong berkiprahnya KH. Maimoen Zubeir 

dalam dunia politik. 

b) Mengetahui Pemikiran Politik KH. Maimoen Zubeir dalam arah 

kebijakan PPP pada Pilpres 2014. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Menambah khazanah keilmuan dibidang politik Islam. 

b) Memberi inspirasi bagi calon dan politisi dalam berpolitik dengan 

berpegang teguh dalam nilai-nilai keagamaan. 

D. Telaah Pustaka 

 Hal yang perlu dilaksankan seseorang ketika membuat karya ilmiah 

maupun skripsi adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan sebagai 

bahan dalam penyusunannya. Untuk penelitian yang fokus pada pemikiran KH. 

Maimoen Zubeir dalam arah kebijakan PPP pada Pilpres 2014 memang belum 

ada, namun terdapat beberapa penelitian yang yang berkaitan dan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunannya, diantaranya: 
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Kenangan Saya Dengan KH. Bisri Mustofa, kata sambutan KH. Maimoen 

Zubeir dalam buku biografi KH. Bisri Mustofa.
8
 

Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai, oleh Prof. Dr. H. Imam 

Suparyogo yang diterbitkan tahun 2009. Buku ini memberikan perspektif yang  

agak  berbeda  tentang  bagaimana  melihat  sosok  kiai  dalam  mengemban 

peran-peran sosialnya. Di samping itu, dalam buku ini juga menelusuri jejak-jejak 

keterlibatan kiai dalam berpolitik. Keterlibatan kiai dalam politik harus dilihat 

dalam perspektif relasi antara Islam dan politik sebagai sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan. Terlepas dari perdebatan konseptual interpretasi terhadap relasi Islam 

dan politik, sesuatu yang niscaya adalah bahwa seharusnya kiai tetap mengemban 

misi amar ma’ruf nahi munkar. 

Kuasa Kiai Dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa Di 

Daerah Istimewa Yogyakarta,skripsi Tsaniyatul Azizah.
9
 Skripsi ini membahas 

peran strategis kiai dalam berpolitik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekuasaan kiai dalam PKB di DIY menjadi penting 

karena mereka masuk dalam Dewan Syuro yang menentukan kebijakan partai. 

Pemikiran Politik KH. Badri Mashduqi, skripsi As‟ari mahasiswa UIN 

Sunan Kalijaga membahas tentang latar belakang pemikiran politik KH. Badri 

Masduki, Sejarah Perjuangannya dan keterlibatannya dalam politik praktis.
10

 

                                                      
8
 Achmad Zainal Huda, Mutiara Pesantren Perjalanan Hikmah KH. Bisri Mustofa, Cet. 

1. (Yogyakarta: LkiS, 2005) hlm. 110-112 
9
 Tsaniyatul Azizah, Kuasa Kiai Dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa 

Di Daerah Istimewa Yogyakarta,skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2012) 
10

 As‟ari, Pemikiran Politik KH. Badri Masduki, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2009) 
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“Politik Islam Politik: Pergulatan Politik PPP Menjadi Partai Islam” yang 

disusun oleh Abdul Aziz mantan ketua DPC PPP Kabupaten Rembang. Buku ini 

memuat tentang peralihan ideologi pancasila menjadi Islam, serta konsekuensinya 

menjadi partai Islam dipandang dari etika politik maupun sosial.
11

 

“Partai Amar Ma‟ruf Nahi Munkar: Perjuangan dan Sikap Politik Fraksi 

Partai Persatuan Pembangunan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000”
12

 

buku ini disusun oleh Abdul Aziz membahas tentang sikap PPP dalam sidang 

tahunan MPR RI tahun 2000. Salah satunya adalah penolakan terhadap presiden 

perempuan. 

E. Kerangka Teoritik 

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini 

membutuhkan teori untuk mengupasnya. 

1. Pemikiran Politik 

Kajian tentang pemikiran politik termasuk tema yang cukup tua, seiring 

dengan kehadiran ilmu politik itu sendiri. Pemikiran politik disini merupakan 

bagian dari ilmu politik yang mengkhususkan diri pada upaya untuk menyelidiki 

pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam ilmu politik. Dari pemahaman ini 

membawa sebuah konsekuensi mengkaji pemikiran politik tidak bisa dilepaskan 

dari sejarah dan filsafat politik seperti, etika, moralitas dan idealisme. Lantas apa 

yang membedakan antara pamikiran politik dan teori politik. Rahman Zainuddin 

menjelaskan teori mungkin lebih luas apabila pengertian teori tidak dimasukkan 

                                                      
11

 Abdul Aziz, Politik Islam Politik: Pergulatan Politik PPP Menjadi Partai Islam 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006) 
12

 Abdul Aziz, Partai Amar Ma’ruf Nahi Munkar: Perjuangan dan Sikap Politik Fraksi 

Partai Persatuan Pembangunan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000 (Jakarta: Fraksi PPP 

MPR RI, 2000) 
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hal-hal yang ada hubungannya dengan teori, pemikiran bisa saja lebih luas jika 

teori merupakan proses dari pemikiran. 

Pengertian political thought dikalangan ilmuwan politik masih 

diperdebatkan, terutama pada tataran istilah, seperti political theory atau political 

thought. Rahman (1989)
13

 menggarisbawahi bahwa perbedaan tersebut didasarkan 

pada asumsi adanya hubungan yang erat antara teori dan pemikiran, yaitu 1) 

Pengertian teori mungkin lebih luas cakupannya ketimbang pemikiran, jika hal-

hal yang tidak ada hubungan dengan pemikiran dimasukkan dalam pengertian 

teori. 2) Pemikiran lebih luas cakupannya ketimbang teori, jika teori dilihat 

sebagai bagian dari pemikiran. 3) Terdapat bagian pemikiran yang tidak dapat 

dibicarakan dalam bagian teori, demikian juga sebaliknya. Mengingat hal tersebut, 

maka pemikiran politik dan teori merupakan produk intelektualitas manusia ketika 

mengapresiasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang politik. 

Key & Agrazia (1952) mengetengahkan pengertian yang menarik tentang 

political event. Key & Agrazia membagi political event dalam dua bagian: 

directly political event dan undirectly political event. Terjadinya directly political 

event karena adanya effect of political behavior, rangsangan langsung dari 

perilaku politik yang terjadi menjelang dan selama pikiran politik itu lahir. 

Sedangkan undirectly political event (kejadian politik tidak langsung), merupakan 

effect of political importance, yang meliputi kebutuhan akan political belief dan 

effect of biases cycle, yang lahir sebagai bentuk perenungan yang komprehensif 

terhadap „kekecewaan‟ atau „bias‟ situasi sosial yang didapatkan, suatu 

                                                      
13

 Rahman Zainuddin,  Pemikiran Politik, (Prisma, Vol. 1, 1989) hlm. 40-59 
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kegelisahan untuk menemukan sesuatu „kepercayaan‟ yang mampu mereduksi 

bias sosial tersebut.
 14

 

Lane (1972) menjelaskan bahwa alasan yang kuat kenapa seseorang dapat 

melahirkan pemikiran politik, hal itu karena terkait dengan (selalu) hadirnya 

political event didalam kesadaran manusia-sejak kecil manusia telah terjebak 

didalam struktur dan kultur yang represif. Seorang anak (kecil) menemukan 

political event pada dirinya ketika orangtua mereka melakukan suatu „pemaksaan‟ 

atau doktrinasi untuk bersikap loyal dan percaya terhadap nilai-nilai yang 

dipegang oleh orangtua mereka (values of the old man). Pengalaman diwaktu 

kecil itu menunjukkan adanya dominasi atau relasi-kuasa antara powerfull (yang 

diperankan oleh orangtua) dan powerless (yang diperankan oleh anak-anak). 

Kemudian, hasil doktrinasi berkembang didalam social context, tempat setiap 

anak akan menemukan lingkungan partikularnya yang (lebih) menjebak dirinya, 

seperti etnisitas, kelas, posisi, status, dan sebagainya. Dalam posisi demikian, 

konstruksi nilai yang didapatkan didalam keluarga akan mengalami penajaman 

(shaping political belief by personal relations). Proses ini, yang oleh Lane disebut 

social orientation, menjadi alasan kenapa setiap orang memiliki kepentingan dan 

keberpihakan ketika berbicara atu menuliskan pemikirannya.
15

 

Dalam pandangan John G Gunnel yang dikutip oleh Munawwar Ahmad 

mengatakan pemikiran politik sebenarnya ingin mencoba menjawab kriteria apa 

                                                      
14

 V.O. Key dan Agrazia A.D., The Elements of Political Science, yang dikutip oleh 

Munawwar Ahmad dalam buku , Ijtihad Politik Gus Dur, (Yogyakarta: PT. LkiS Printing 

Cemerlang, 2010) hlm. 46 
15

 Robert E. Lane, Political Mans, yang dikutip oleh Dr. Munawwar Ahmad dalam buku, 

Ijtihad Politik Gus Dur, Op. Cit. hlm. 47 
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yang harus dipakai dalam memutuskan apa yang akan dikerjakan dan apa yang 

akan dituliskan.
16

 

2. Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) 

Lalu bagaimana bisa mengungkap pemikiran politik tersebut. Dewasa ini 

pijakan untuk membaca pemikiran politik adalah tulisan (teks) dan perkataan 

(talk)
17

 karena keduanya mengandung interest pada suatu komunitas atau bangsa. 

Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses penguraian untuk 

memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang akan atau sedang dikaji 

oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan tertentu. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Barker dan Galasinski (dalam Aliah 

Darma)
18

 bahwa analisis wacana kritis adalah suatu pendekatan yang relatif baru 

dari sistematika pengetahuan yang timbul dari tradisi teori sosial dan analisis 

linguistik yang kritis. Artinya, dalam analisis wacana kritis, wacana tidak semata-

mata dipahami sebagai studi bahasa saja tetapi juga konteks. Konteks dalam hal 

ini digunakan untuk tujuan tertentu termasuk dalam dunia politik –kekuasaan. 

Analisis wacana kritis bertujuan membantu menganlisis dan memahami 

masalah sosial dalam hubungannya antara ideologi dan kekuasaan. Tujuan analisis 

wacana kritis adalah untuk mengembangkan asumsi-asumsi yang bersifat 

                                                      
16

 Munawwar  Ahmad,  Merunut  Akar  Pemikiran  Politik  Kritis  di Indonesia  dan 

Penerapan Critical Discourse Analysis Sebagai Alternatif Metodologi, (Yogtakarta: Gava Media, 

2007),  hlm. 7. 
17

 Ibid, hlm. 3 
18

 Yoce Aliah Darma, Analisis Wacana Kritis. (Bandung: CV. Yrama Widya, 2009) hlm. 

50. 
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ideologis yang terkandung di balik kata-kata dalam teks atau ucapan dalam 

berbagai bentuk kekuasaan (Habermas dalam Aliah Darma).
19

 

3 .  Teori Kepemimpinan (Kharismatik)  

Teori yang diungkapkan  oleh Max Weber yaitu teori kharismatik. Teori 

ini sesuai untuk menganalisa kiai dalam berpolitik. Karena kiai memiliki 

kharisma yang besar dimata masyarakat sehingga kiai  mempunyai pengaruh  

besar  bagi  masyarakat  dalam  hal  apapun  termasuk dalam hal politik.  

Max Weber mengatakan,  ciri-ciri dominasi kharismatik  ialah ketaatan  

tidak  kepada  peraturan-peraturan  atau tradisi,  tetapi  kepada  seseorang yang  

dianggap  suci,  pahlawan  atau  berkualitas  luar  biasa.
20

  

Seorang yang berkharisma merupakan orang yang menciptakan suatu 

perubahan eksistensial. Namun terkadang, hal itu dianggap sebagai suatu 

pembaharuan  terhadap adat, atau melahirkan perpecahan dunia. Asumsi lain 

tentang pemimpin kharismatik adalah orang yang dianggap dan dipersepsikan 

negatif, karena mengadakan keretakan (breakthrough),  yang dilatarbelakangi 

oleh sikapnya yang memperlihatkan suatu bentuk kemerdekaan yang baru dan 

mau tidak mau akan menuntut sebuah ketaatan yang baru juga, antara seorang 

pemimpin dengan pengikut.
21

 Hal inilah yang oleh masyarakat menganggap 

bahwa ada pada diri seorang kiai, sehingga kiai begitu istimewa dan apa yang 

dikatakan serta yang dilakukan kiai merupakan suatu pedoman yang menjadi 

acuan dan tolak ukur bagi masyarakat dalam melakukan hal apapun. 

                                                      
19

 Ibid, hlm. 53 
20

 Bryan S Turner, Sosiologi  Islam, Cet. ke-4 (Jakarta: PT Raja Brafindo  Persada,  

1994), hlm.37 
21

 Syamsuddin  Abdullah,  Agama Dan Masyarakat (Pendekatan Sosiologi Agama), 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 41 
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Kiai identik dengan Pesantren dan organisasi islam Nahdlatul Ulama  

(NU). Kiai mempunyai banyak peran dalam kehidupan bermasyarakat. Ia adalah 

cendekiawan, guru, sekaligus pembimbing spiritual. Seringkali ia bertindak 

sebagai penjaga iman, penghibur sekaligus pendekar dan otoritas kiai diperoleh 

terutama dari pengetahuan agamanya.
22

 

Otoritas tradisional para kiai juga dapat menjadi sumber legitimasi dan 

eksistensi lembaga pesantrennya. Kehadiran mereka dapat diterima oleh siapapun 

tanpa memberikan suatu kritik apa pun terhadap ajaran, tindakan, dan perilaku 

kiai yang bersangkutan.
23

 

Menurut Zamakhsyari Dhofier, kharisma kiai juga muncul karena kiai 

merupakan bagian kelompok elite dalam struktur sosial, politik dan ekonomi 

masyarakaat Jawa, sebab sebagai suatu kelompok, para kiai mempunyai 

pengaruh yang amat kuat dalam masyarakat Jawa dan merupakan kekuatan 

penting dalam kehidupan politik Indonesia.
24  

F. Metode Penelitian 

 Metode merupakan cara yang prinsipil dalam upaya mencapai satu tujuan, 

untuk mengisi serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu yang dapat dipakai 

dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian tentang pemikiran politik KH. 

Maimoen Zubeir dalam arah kebijakan PPP pada Pilpres 2014, dibutuhkan 

beberapa metode yang digunakan dengan maksud, agar memperoleh data yang 

                                                      
22

 Greag Fealy, IJTIHAD POLITIK ULAMA; Sejarah NU 1952-19679 (Yogyakarta: 

LKiS, 2007), hlm. 23  
23

 Laode Ida, NU MUDA;Kaum Progresif dan Sekularisme Baru (Jakarta: Erlangga, 

2004), hlm. 3 
24

 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 56 
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lengkap. Metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian agar tepat dengan 

sasaran. Ada beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Jenis penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field risearch) yaitu jenis 

penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan wawancara secara 

langsung dan bertatap muka dengan tokoh yang dijadikan objek bahasan, orang 

terdekat atau lembaga yang berkiaitan langsung dengan masalah yang diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang 

(subjek penelitian) atau masyarakat.. 

3. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan menggunakan metode sebagai 

berikut : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data pokok yang digunakan penulis dalam penyusunannya, 

yakni dengan wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

cara menanyakan sesuatu kepada subjek penelitian atau informan.
25

 Selain itu 

wawancara ini dilakukan secara langsung  dengan responden dalam hal ini adalah 

tokoh utama, keluarga dan santri yang pernah dan masih aktif dalam dunia politik. 

b. Data Sekunder 

                                                      
25

 Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh, Metode Penelitian  Mengenai Tokoh 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 29 
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Data yang digunakan untuk melengkapi dan menganalisis pemikiran tokoh 

KH. Maimoen Zubeir dalam arah kebijakan PPP pada Pilpres 2014, baik 

ungkapan-ungkapannya maupun berbagai buku literatur karya ilmiah lain yang 

menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini.  

4. Analisis Data 

Data-data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan 

seksama sesuai dengan referensi yang ada. Data-data yang diperoleh dari berbagai 

macam literatur, dianalisa melalui metode induktif yaitu dengan cara mencari 

fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general.
26

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun 

membagi skripsi ini secara garis besar dalam lima bab. 

Bab pertama berisi pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, 

kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini. 

Selanjutnya kajian pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas dan disusul dengan kerangka teoretik berisi 

teori-teori yang digunakan, metode penelitian dan terakhir sistematika 

pembahasan.  

Bab kedua membahas tentang Critical Discourse Analysis (CDA) sebagai 

teori dan kerangka pemikiran K.H. Maimoen Zubeir. 

                                                      
26

 Dudung Abdurrohman, Metode Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 

2007) hlm. 36 
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Bab ketiga tentang pemikiran politik KH. Maimoen Zubeir sebagai konsep 

dalam arah kebijakan PPP pada Pilpres 2014. Bab ini merupakan ulasan hasil 

wawancara dengan disertai referensi buku-buku yang mendukung. 

Bab keempat, membahas analisis oleh penyusun tentang pemikiran politik 

KH. Maimoen Zubeir dalam Islam. 

Bab kelima, punutup, memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

analisis sehingga bisa menyajikan hasil penulisan karya ilmiah ini dan ditambah 

dengan saran-saran atau masukan yang ditujukan kepada tokoh elit politik, tokoh 

masyarakat, serta siapa saja yang masuk dalam dunia politik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

KH. Maimoen Zubeir sebagai ketua Majelis Syariah mempunyai peran 

yang besar dalam menentukan kebijakan PPP. Pemikiran pribadinya 

berkesesuaian dengan visi misi PPP sehingga digunakan sebagai konsep dalam 

arah kebijakan PPP pada Pilpres 2014 dengan memegang teguh pada 

kemaslahatan dan lebih menekankan idealisme daripada pragmatisme. 

KH. Maimoen Zubeir juga menunjukkan tindakannya secara langsung 

terhadap konflik yang terjadi dalam konflik internal PPP dengan memberikan 

nasehat-nasehat dan fatwa-fatwa keagamaan agar partai ini tetap berada pada visi 

misi dan berasaskan Islam. 

 Dalam hal ini, KH. Maimoen Zubeir menjadikan kerangka dasar 

berpolitik untuk kehidupan manusia dan menuntunnya ke arah kebaikan. 

Pemikiran KH. Maimoen Zubeir lebih menekankan kepada idealisme 

memperjuangkan ajaran islam “amar ma’ruf nahi munkar” dalam bidang politik 

dengan dakwah melalui PPP untuk menyampaikan aspirasinya kepada elit politik 

dan pejabat pemerintahan agar kebijakannya mengandung maslahat untuk Islam 

dan umumnya kepada rakyat Indonesia. 

 

 

 



62 
 

 
 

B. SARAN 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa masih jauh dari 

kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun menyarankan :  

1. Hendaknya bagi kader-kader PPP, politisi Islam atau siapa saja yang 

ingin terjun dalam dunia politik, pemikiran politik KH. Maimoen 

Zubeir ini dapat menjadikan inspirasi atau acuan untuk melangkah. 

2. Ada pihak lain yang meneliti lebih lanjut tentang KH. Maimoen Zubeir 

untuk menambahi berbagai kekurangan dalam penelitian ini. 
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kamaslahatan”
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VI 60
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi KH. Maemun Zubeir masuk ke politik praktis ?

2. Bagaimana posisi KH. Maemun Zubeir dalam PPP ?

3. Bagaimana peran KH. Maemun Zubeir dalam hal menentukan kebijakan partai ?

4. Seberapa besar kuasa KH. Maemun Zubeir di tubuh PPP ?

5. Apa landasan atau dasar yang digunakan KH. Maemun Zubeir dalam

menentukan kebijakan partai dalam pilpres 2014 ?

6. Kenapa terjadi konflik internal dalam PPP ?

7. Apa tanggapan KH. Maemun Zubeir berkenaan dengan adanya konflik internal

PPP ?

8. Setahu anda, bagaimana dinamika konflik internal PPP? Serta apakah yang

melatarbelakangi konflik tersebut ?

9. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik tersebut ?

10. Apa dampak adanya konflik PPP tersebut terhadap KH Maemun Zubeir ?











 بسم الله الرحمن الرحيم

 

FATWA PENGASUH RIBATH DARUSSHOHIHAIN DAN PEMBINA PP AL-ANWAR 

Tentang 

PEMILIHAN PRESIDEN 9 JULI 2014 

Allah SWT berfirman: 

 

75أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تتََّخِذوُا الَّذِينَ اتَّخَذوُا دِينكَُمْ هُزُوًا وَلعَِبًا ]المائدة : يَا  ] 

 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu 

orang-orang yang membuat agamamu jadi ejekan dan permainan. (QS. Al-Maa-

idah: 57) 

Nabi Muhammad SAW bersabda: 

 

ٌٌ وَنَداَمٌٌَ إلََِّ عَنْ أبَِي ذرٍَّ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: يَا أبََا ذرٍَّ إنَِّكَ ضَعِيفٌ وَإنَِّهَا أمََ  ٌِ خِزْ يَامَ ِِ انٌٌَ وَإنَِّهَا يوَْمَ الْ

ِِهَّا وَأدََّ  ى الَّذٌِ عَليَْهِ فيِهَا. ]رواه مسلممَنْ أخََذهََا بِحَ ] 

Dari Abu Dzarr RA, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda: Wahai Abu Dzarr, 

engkau itu orang yang lemah, kepemimpinan itu amanat Allah yang kelak di hari 

Kiamat membawa kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang 

mendapatkannya dengan pantas dan menunaikan dengan baik. (HR. Muslim) 

  Bahwa memilih pemimpin merupakan kewajiban umat sebagai wujud ibadah 

kepada Allah SWT dalam arti yang seluas-luasnya. 



Bahwa umat Islam harus memilih pemimpin negara yang nyata-nyata 

berkomitmen untuk menjaga kewibawaan dan kemurnian agama, serta berkhidmat 

untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi umat Islam. 

  Bahwa umat Islam dilarang memilih pemimpin yang berkarakter mudah 

dipengaruhi oleh lingkungannya yang cenderung memusuhi, mengabaikan aspirasi, 

serta memojokkan upaya umat dalam memperjuangkan nilai-nilai moral dan ajaran 

Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

  Bahwa dalam konteks keummatan dengan tidak menafikan kelemahan yang 

ada pada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, maka pasangan Joko Widodo-

Jusuf Kalla dinilai memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi sebagaimana yang 

ditampakkan oleh pernyataan, sikap politik serta manuver-manuver yang dibangun 

oleh institusi maupun tokoh-tokoh dukungannya. Seperti dalam hal gigihnya mereka 

memperjuangkan pencabutan Ketetapan MPRS No. XXV tahun 1966 mengenai 

larangan faham komunisme. Keinginan untuk menolak lahirnya Perda Syari’at Islam. 

Keberpihakan pada faham-faham sesat seperti Ahmadiyah, Syi’ah dan Islam Liberal. 

Keinginan untuk menghapus kolom agama pada KTP. Pengawasan Khatib Jum’at di 

Masjid. Menolak pemblokiran Situs Porno. Berupaya mencabut SPB Dua Menteri 

tentang pendirian rumah ibadah. Semua rencana, keinginan dan kecenderungan 

politik tersebut meresahkan dan mengancam eksistensi umat Isalm serta berpotensi 

menciptakan iklim sentimen keagamaan yang dapat bermuara pada konflik 

horizontal. 

  Maka hukum memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Golput itu 

HARAM. Karena membantu bertambah maraknya kemaksiatan dan besarnya 

kekufuran-kekufuran yang bisa mengakibatkan bertambahnya malapetaka dan 

bencana di Tanah Air, dan untuk menghindari segala kemadlaratan tersebut maka 



umat Islam secara dlorurot harus memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 

dengan segala kelebihan dan kekurangannya sambil bertawakkal kepada Allah SWT 

dan berdo’a agar keduanya mampu menjalankan amanat umat Islam dengan 

sebaik-baiknya. 

  Demikian fatwa dari kami sebagai rasa tanggung jawab kepada Allah SWT, 

Rasulullah SAW dan segenap umat Islam untuk menegakkan amar ma’ruf nahi 

munkar. Ini semua kami lakukan semata-mata demi mendapatkan maghfiroh, 

rahmat dan ridlo Allah SWT bukan tujuan duniawi. Semoga Allah SWT memberi kita 

pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya dalam kehidupan beragama, berbangsa 

dan bernegara, syukur-syukur bisa mengamalkan dan mengikuti pesan, nasehat dan 

do’a Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi al-Maliki melalui suratnya. Amin 

 

Sarang, 6 Ramadlan 1435 H 

4 J u l i 2014 M 

Pengasuh Ribath Darusshohihain dan Pembina PP. Al-Anwar 

 

KH. Muhammad Najih Maemun 
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